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MOTTO 

 

„Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak‟ 

( H.R. Abu Dawud, Ibnu Madjah ) 
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RINGKASAN 

 

Perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang layak atau dalam hal ini yang telah memenuhi 

persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk 

membetuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Perkawinan dapat putus karena sebab-sebab tertentu seperti pada kasus yang 

terdapat pada Putusan Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt, perkawinan putus disebabkan 

karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

dikarenakan oleh suatu hal yaitu belum dikaruniainya seorang anak dalam 

perkawinannya yang terbilang sudah cukup lama yaitu selama kurang lebih 14 

tahun. Rumusan masalah yang dikemukkan dalam skripsi ini yaitu: pertama dasar 

pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt. Kedua akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat 

Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon.Tujuan penulisan skripsi ini secara 

umum yaitu, untuk memenuhi tugas dan melengkapi tugas untuk persyaratan yang 

telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, 

memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat 

bagi almamater serta masyarakat. Adapun tujuan khusus dari skripsi ini yaitu: 

untuk mengetahui dan memahami  dasar pertimbangan hakim dalam putusan 

pengadilan agama lahat nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt, untuk mengetahui dan 

memahami akibat hukum putusan pengadilan agama lahat nomer 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi termohon. Metode penelitian skripsi ini menggunakan 

tipe penelitian hukum yuridis  normatif, sebab isu hukum yang diangkat oleh 

penulis memerlukan kajian-kajian atau norma-norma hukum positif dan kajian-

kajian atau norma-norma dalam hukum agama yang menjadikan pokok bahasan 

dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis 

dalam menulis skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konsep.  

Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu terdiri atas pengertian perkawinan 

dan dasar hukum perkawinan, syarat sah perkawinan, putusnya perkawinan, 

pengertian cerai talak, syarat menjatuhkan talak dan jenis-jenis talak. Mengenai 

putusan terdiri atas pengertian putusan dan jenis-jenis putusan.  

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini terdapat dua pokok bahasan 

yaitu mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Lahat 

Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt dan akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat 

Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. Pada pembahasan pertama mengenai pertimbangan 

hukumnya dalam perkara penjatuhan talak terhadap istri dengan alasan tidak 

mendapat keturunan tersebut dipertimbangkan sesuai dengan alasan terjadinya 

perceraian diantara Pemohon dan Termohon. Alasan perceraian antara Pemohon 

dan Termohon tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara 

terus menerus yang dikarenakan belum dikarunia,inya seorang anak dalam 

perkawiannnya yang dilangsungkan selama 14 tahun. Pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tersebut berdasar pada: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 
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19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f  dan Pasal 117 Kompilasi Hukum 

Islam, Al-Qur‟an Surat Al- Baqarah ayat 227 dan ayat 229, Hadist Riwayat Abu 

Dawud, Ibnu Madjah, Dan Al-Hakim, dan Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 

Penjatuhkan talak terhadap istri dengan alasan tidak mendapat keturunan sesuai 

dengan isu hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt  ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan juga tidak dapat 

dijadikan alasan untuk dapat suami atau Pemohon dalam hal ini untuk 

menjatuhkan Talak Satu Raj‟i kepada istri atau Termohon. Dalam putusannya 

tersebut hakim lebih mengarah kepada alasan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkara penjatuhan talak 

terhadap istri yang disebabkan karena Suami dalam hal ini Pemohon tidak terima 

kalau sampai dengan sekarang si istri belum dikarunia seorang anak tidak dapat 

dijadikan dasar atau alasan untuk suami menjatuhkan talaknya kepada istri. 

Karena belum dikarunianya seorang anak tersebut antara suami dan istri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pembahasan kedua mengenai 

akibat hukum putusan pengadilan agama nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi 

termohon yaitu berakibat pada hubungan perkawinan diantara keduanya, akibat 

hukum terkait perkawinannya yaitu bahwa perkawinan antara Pemohon dan 

Termohon secara hukum telah sah bercerai. Namun dalam penjatuhan talak ini 

Pemohon yang telah menjatuhkan Talak Satu Raj‟i ini masih mempunyai 

kesempatan untuk kembali lagi dengan Termohon. Putusan Pengadilan Agama 

Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt juga berakibat hukum pada termohon terkait 

status hukum Termohon di masyarakat.  

   Penulis memberikan kesimpulan yaitu Penjatuhkan talak terhadap istri 

dengan alasan tidak mendapat keturunan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum 

dan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat suami atau Pemohon dalam hal 

ini untuk menjatuhkan Talak Satu Raj‟i kepada istri atau Termohon. Hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 

yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian, sedangkan alasan 

percraian yang dikarenakan tidak mendapatkan keturunan tersebut tidak termasuk 

di dalam alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam. Dengan begitu secara hukum alasan bercerai karena tidak mendapat 

keturunan tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan bercerai. Dalam putusan 

tersebut hakim lebih mengarah kepada alasan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga memberikan saran bagi 

majelis hakim pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt seharusnya lebih memberikan dasar hukum yang terdapat 

pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam pertimbangan 

hakim pada putusan tersebut tidak memuat dan tidak menyebutkan mengenai 

alasan-alasan terjadinya perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Huruf f 

Kompilasi Hukum Islam, dalam pertimbangan hakim diatas hanya menyebutkan 

telah ada cukup bukti namun tidak menyebutkan alasan-alasan yang terdapat pada 

Pasal 116.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

xiv 
 

 

Daftar Isi 

HALAMAN SAMPUL DEPAN ......................................................................       i 

HALAMAN SAMPUL DALAM ....................................................................       ii 

HALAMAN MOTTO .....................................................................................      iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................     iv 

HALAMAN PRASYARAT GELAR ..............................................................       v 

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................     vi 

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................     vii 

HALAMAN PENETAPAN ............................................................................    viii 

HALAMAN PERNYATAAN ..........................................................................     ix 

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....................................................       x 

HALAMAN RINGKASAN ............................................................................     xii 

HALAMAN DAFTAR ISI ...............................................................................   xiv 

BAB I: PENDAHULUAN................................................................................       1 

1.1 Latar Belakang ..........................................................................       1 

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................       4 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................       5 

  1.3.1 Tujuan Umum ...................................................................       5 

  1.3.2 Tujuan Khusus ..................................................................       5 

1.4 Metode Penelitian ......................................................................       5 

  1.4.1 Tipe Penelitian ..................................................................       5 

  1.4.2  Pendekatan Masalah  ........................................................       5 

1.5 Bahan Hukum ...........................................................................        5 

  1.5.1  Bahan Hukum Primer  .....................................................        5 

  1.5.2  Bahan Hukum Sekunder  ................................................        5 

  1.5.3  Bahan Non Hukum  .........................................................        5 

1.6 Analisis Bahan Hukum .............................................................       5 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................        6 

2.1 Perkawinan  .........................................................................................       6 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

xv 
 

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan ..............         6 

 2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan ..........................................................         7 

 2.1.3 Putusnya Perkawinan  .................................................................         8 

 2.1.4 Pengertian Cerai Talak ................................................................       13 

 2.1.5 Syarat Menjatuhkan Talak  .........................................................       15 

 2.1.6 Jenis-Jenis Talak  ........................................................................       16 

2.2 Putusan Pengadilan ..........................................................................       19 

 2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan ...................................................       19 

 2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan ...................................................       20 

BAB III: PEMBAHASAN .............................................................................       28 

       3.1  Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan 

 Agama Lahat No 41/Pdt.G/2015/PA.Lt  ........................................       28 

 3.2  Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat  

No 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon ......................................       42 

BAB IV: PENUTUP .......................................................................................       51 

4.1 Kesimpulan........................................................................................       51 

 4.2 Saran ...................................................................................................      53 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada suatu kehidupan antara manusia satu dengan manusia yang lain 

pastilah akan saling membutuhkan, saling berinteraksi, dan saling berhubungan. 

Terkait  itu dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak terlepas dari 

manusia yang lain, dalam segala hal apapun, termasuk dalam hal suatu hubungan 

yang sakral. Seorang Filsuf Yunani yang terkemuka Aristoteles pernah berkata 

bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yaitu selalu mencari manusia lainnya 

untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.
1
 Manusia saling berinteraksi, 

dan saling berhubungan yaitu dalam suatu hubungan keluarga, sebab manusia 

berinteraksi, berhubungan dan berkembang petama kali dalam hubungan keluarga, 

karena keluarga merupakan suatu social organism yang berkewajiban memenuhi 

keperluan-keperluan tertentu dari masyarakat dan individu-individu, maka dengan 

sendirinya keluarga itu memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu di dalam 

masyarakat.
2
 

Keluarga sendiri dibentuk dari adanya hubungan antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan yang saling mencintai satu sama lain serta 

mempunyai keinginan untuk bersama membangun rumah tangga yang kekal 

abadi. Perasaan saling mencintai dan keinginan bersama untuk membangun 

rumah tangga yang kekal abadi tersebut diputuskan dengan suatu hubungan yang 

sakral, hubungan yang halal yaitu hubungan perkawinan. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro mengatakan bahwa: “sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang 

manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang 

memiliki daya tarik satu sama lain mempunyai keinginan untuk hidup bersama.”
3
 

                                                           
1
 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, (Bandung 

: PT Remaja Rosdakarya, 1991).Hlm 1 
2
 Ibid  

3
 Ibid. Hlm 3 
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Bagi seorang muslim perkawinan merupakan suatu ibadah yang wajib 

dilakukan , seperti yang telah di kutip dari Al- Qur‟an yakni  

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan  

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang   

laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka  

miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..”  

(An-Nur Ayat 32).  

 

Berdasarkan kutipan ayat Al- Qur‟an tersebut telah jelas dikatakan bahwa 

perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang layak atau dalam hal ini yang telah memenuhi 

persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pada ayat tersebut di 

anjurkan untuk segera menikah. Perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk 

dalam peraturan tata tertib kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia (dalam hal ini 

hukum perkawinan).
4
 

Perkawinan telah diatur dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disingkat dengan UUP). 

Pasal 1 UUP menjelaskan pengertian perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan 

menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah 

semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu 

usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

Kebahagian pada hubungan perkawinan ditentukan oleh masing-masing 

pasangan suami istri. Kebahagiaan itu akan terasa lengkap bila pasangan suami 

istri telah dikarunia seorang anak. Banyak dari pasangan suami istri yang 

langsung diberi keturunan, namun ada juga yang belum diberi keturunan. Pada 

fakta empiris di masyarakat masih banyak pasangan suami istri yang masih belum 

memiliki keturunan atau belum dikarunia seorang anak walaupun usia 

                                                           
4
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, 

Hukum Islam, Dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 3 
5
 Lili Rasjidi, Op Cit. Hlm  5 
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pernikahanya terbilang sudah cukup lama namun sampai sekarang masih belum 

memiliki keturunan. Hal ini  menjadi salah satu pemicu terjadinya pertengkaran 

antara suami dan istri yang saling menyalahkan satu sama lain dan menyebabkan 

terjadinya perceraian. 

  Seperti halnya pada kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Lahat 

dengan perkara nomor: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. Pada awalnya Pemohon dan 

Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 14 tahun dan 

hidup bersama di rumah kedua orang tua Termohon. Rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 

Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabakan seringnya 

terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut 

disebabkan karena Pemohon tidak terima kalau sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan/ belum dikarunia 

seorang anak, padahal antara Pemohon dengan Termohon sudah berobat baik 

secara medis atau secara tradisional namun usaha berobat tersebut tidak berhasil.  

  Pada bulan September 2011 perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dengan Termohon mencapai puncak yang disebabkan Pemohon tidak 

terima kalau diantara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum 

mendapat keturunan. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua 

Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 

4 bulan. Selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan antara Pemohon dan Termohon 

sudah tidak pernah lagi saling perduli dan selama pisah rumah antara Pemohon 

dan Termohon telah diupayakan rukun lagi oleh keluarga Pemohon dan Termohon 

sebanyak 3 kali namun usaha untuk Pemohon dan Termohon rukun lagi tidak 

berhasil. Pada akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon 

dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan Pemohon sudah tidak 

bersedia lagi beristrikan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memilih perceraian 

sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon. 

 Terkait putusan Pengadilan Agama Lahat nomor: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt 

mengenai perkara cerai talak tersebut telah diketahui oleh hakim bahwa pada hari 

sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang 
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sedangkan Temohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut. Pada persidangan selanjutnya yang telah 

ditetapkan Termohon juga tidak datang menghadap ke muka sidang, dan setiap 

hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.  

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka 

Termohon tidak dapat di dengar jawabanya dan tidak dapat dimintai surat 

keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu. 

Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara cerai talak ini oleh hakim 

diputus secara verstek. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul: “Penjatuhan Talak Terhadap Istri Dengan Alasan Tidak 

Mendapat Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 

41/Pdt.G/2015/Pa.Lt)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lahat No: 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan 

yang berlaku di Indonesia? 

2.    Apakah akibat hukum putusan No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu : 

     1.3.1 Tujuan Umum  

    Tujuan umum dari skripsi ini yaitu: 

1. Memenuhi tugas dan melengkapi tugas untuk persyaratan yang telah 

ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember; 

2. Memberikan kontribusi  pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang 

bermanfaat bagi almamater serta masyarakat. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusn Pengadilan 

Agama Lahat No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah sesuai dengan ketentuan 

hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. 

2. Mengetahui dan memahami akibat hukum putusan No:  

41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi   Termohon. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Metode penelitian sangatlah penting untuk dilakukan, sebab dengan 

adanya metode penelitian penulis lebih terarah dengan karya tulis yang ia 

teliti. Menurut peter Mahmud marzuki dalam Dyah Ochtorina Susanti  

mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menghadapi isu hukum yang dihadapi.
6
 Menurut Khusbal Vibhute dan Filipos 

Anynelem penelitian hukum yang pada intinya dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu  penelitian hukum untuk menemukan apa hukumnya mengenai suatu 

fakta tertantu dan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum.
7
 

Penelitian hukum untuk menemukan hukum mengenai suatu fakta tertentu 

menggunakan peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan pengadilan 

untuk memperoleh jawaban atas isu yang yang diajukan. Penelitian hukum 

                                                           
6
 Dyah Ochtorina Susanti Dan A‟an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 3 
7
 Ibid 
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untuk pengembangan hukum mencari prinsip-prinsip yang menjadi landasan 

hukum tertentu. 
8
 

Berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis untuk 

menghasilkan karya tulis yang sesuai dengan perkembangan yang baru dan 

menghasilkan karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis serta konsisten 

dengan agrumentasi, teori dan konsep yang di hasilkan oleh penulis. Maka 

penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut: 

 

  4.1.1 Tipe penelitian 

Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan tipe penelitian yang dipilih untuk 

penelitian hukum yang akan ditulis. Terkait pemilihan tipe penelitian hukum yang 

dipilih oleh penulis menentukan hasil dari penelitian tersebut termasuk dalam 

penilitan hukum normatif atau penelitian hukum empiris.  

Pada karya tulis ilmiah ini penulis memilih tipe penelitian yuridis  

normatif (legal research), sebab isu hukum yang diangkat oleh penulis 

memerlukan kajian-kajian atau norma-norma hukum positif  dengan cara 

mengkaji aturan hukum normative seperti undang-undang dan literatur-lieratur 

yang nantinya akan dihubungkan dengan isu hukum/ permasalahan yang telah 

diangkat oleh penulis dan mengkaji norma-norma yang terdapat pada hukum 

agama seperti Al-Qur‟an dan Hadist serta yang menjadikan pokok bahasan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah ini. 
9
 

 

4.1.2 Pendekatan Masalah 

Pada penulisan karya tulis ilimah ini penulis menggunakan beberapa 

pendekatan masalah yang akan membantu menemukan jawaban dari isu hukum 

yang telah diangkat dan memberikan pengetahuan terhadap agrumentasi hukum 

yang di sampaikan oleh penulis. Pendekatan masalah yang digunakan untuk 

penelitian hukum diantaranya yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. 

Terkait pendekatan masalah yang digunakan pada saat penelitian hukum, maka 

                                                           
8
 Ibid. Hlm 4 

9
 Ibid. Hlm 19 
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penulis menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan isu hukum yang 

telah diangkat, yaitu: 

1. Pendekatan Perundang-undangan  

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka 

penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk 

kepentingan akademis.
10

 

Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para 

praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi 

peneliti hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara 

undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-

undang.
11

 Hasil telaah yang dilakukan merupakan argument untuk memecahkan 

isu hukum yang dihadapi.
12 Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan 

rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan diuraikan dalam bentuk 

pertanyaan yang terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran 

teoritis yang kebenarannya perlu dikaji yaitu terdiri atas : pertama dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara  No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah 

telah sesuai dengan ketentuan hokum perkawinan yang berlaku di Indonesia, 

kedua akibat hukum putusan No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon. 

2. Pendekatan konseptual  

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan 

hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada 

aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan 

konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan 

dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin 

hukum.
13

 Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan rumusan masalah yang 

                                                           
10

 Ibid. Hlm 110 
11

 Ibid 
12

 Ibid 
13

 Ibid. Hlm. 115 
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terdapat dalam skripsi ini dan diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang terdiri dari 

2 (dua) pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya 

perlu dikaji yaitu terdiri atas : pertama dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara  No: 41/Pdt.G/2015/PA.Lt telah telah sesuai dengan ketentuan hokum 

perkawinan yang berlaku di Indonesia, kedua akibat hukum putusan No: 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt bagi Termohon. 

 

4.1.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa 

bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang 

yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan 

bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.
14

 Sumber penelitian hukum ini 

menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini 

penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut: 

 

    4.2.1  Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas 

(authority), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi 

menjadi bahan hukum primer yang bersifat mandatory authority (meliputi 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan 

putusan hakim ) dan persuasive authority (meliputi peraturan perundang-

undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan 

putusan hakim di wilayah yurisdiksi Negara lain).
15

 Bahan hukum primer yang 

digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu: 

 

1. Landasan syari‟ah : 

a. Al-Qur‟an;  

b.  Al-Hadits. 

2. Peraturan perundang-undangan : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
                                                           

14
 Ibid. Hlm 48 

15
 Ibid. Hlm 52 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 

d. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2015/PA.Lt 

 

4.2.2 Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para 

ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum , tesis 

hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan 

pengadilan dan lain sebagainya.
16

 Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh 

penulis dalam menulis skripsi ini yaitu  dengan menggunakan buku-buku teks 

hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang 

dihadapi. 

 

    4.2.3  Bahan Non Hukum  

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan 

non hukum.Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan 

dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian 

skripsi ini berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan 

non hukum lainnya
17

 

                                                           
16

 Ibid. Hlm 52 
17

 Ibid. Hlm 109 
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4.3 Analisa Bahan Hukum 

Metode analisisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian 

menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum 

menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa 

penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah: 
18

 

a. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevasi juga bahan-bahan non hukum; 

b. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 

berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 

c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang 

menjawab isu hukum; 

d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas 

isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan 

menggunakan metode deduktif.
19

 

Terkait demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam 

penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada 

akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan dan dapat diterapkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010).  Hlm 171  
19

 Ibid. Hlm 42 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkawinan   

2.1.1 Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan  

 Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menegaskan mengenai pengertian bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa 

sebagai Negara yang berdasarkan pancasaila, dimana sila yang pertamanya ialah 

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat 

sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai 

unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang 

penting.
20

  

Asser, Scholten, Dan Wiarda dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo 

memberikan definisi sebagai berikut: “perkawinan ialah suatu 

persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang 

diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”.
21

 

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah dalam Abdul Ghofur Anshori, 

perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada 

semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.
22

 

Pendefinisian perkawinan sebagai ikatan lahir batin memberikan 

gambaran bahwa perkawinan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik 

namun juga mengandung segi-segi rohaniah sebagai bentuk dari ikatan batin.
23

 

Dalam konsep islam perkawinan bukan hanya sebatas akad dan proses 

ceremonial, namun juga sebagai bentuk perwujudan ibadah (Sunnah Rasullulah) 

                                                           
20

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm 9 
21

 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Keluarga 

(Personen En Familie-Recht), (Surabaya: Airlangga University, 2008). Hlm 18 
22

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Pekawinan Islam Prespektif Fikih Dalam Dan Hukum 

Positif, ( Yogyakarta: UII Press, 2011). Hlm 20 
23

 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca 

Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustakarya , 

2012). Hlm 57 
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karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut islam adalah untuk 

menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke 

lembah kehinaan.
24

 

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai 

mulia sebagai bentuk ikatan sacral antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa kita lihat dari 

beberapa ketentuan Al‟Qur‟an yang melukiskan betapa lemabaga perkawinan 

menjadi sangat penting kedudukanya di dalam hubungan kekeluargaan, karena 

selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa 

menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga bisa menjadi pintu gerbang bagi 

kelangsungan re-generasi manusia.
25

 

Dasar hukum perkawinan terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.Dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Terkait dasar hukum 

perkawinan menurut Hukum Islam terdapat pada Al‟qur‟an dan Hadist. 

 

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan  

 Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.
26

 Sah yaitu sesuatu pekerjaan 

(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
27

 

Keabsahan dalam melaksanakan perkawinan terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, terkait syarat-syarat sah nya suatu 

perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan  yaitu: 

                                                           
24

 Ibid. Hlm 62 
25

 Ibid. Hlm 57 
26

 Abdul Ghofur, Op Cit. Hlm 30 
27

 Ibid  
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(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan keperyacaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Pada BAB II Pasal 6 hingga Pasal 12 memuat syarat-syarat yang ketat bagi 

pihak yang melangsungkan perkawinan. BAB II Pasal 6 hingga Pasal 12  memuat 

syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut: 
28

 

a. Persetujuan kedua belah pihak. 

b. Izin orang tua wali. 

c. Batas umur untuk kawin. 

d. Tidak terdapat larangan kawin. 

e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain. 

f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan 

dikawini. 

g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah). 

h. Memenuhi tata cara perkawinan. 

Menurut Hukum Islam secara besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan 

itu dibagi menjadi dua, yakni:
29

 

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk 

selama-lamanya. 

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah 

haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar 

serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Lili Rasjidi, Op Cit. Hlm 73 
29

 Abdul Ghofur, Op Cit. Hlm 31 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

 
 

2.1.3 Putusnya Perkawinan  

Putusnya hubungan perkawinan dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan putusnya hubungan perkawinna menurut Hukum Islam. 

1. Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

 Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 terdapat pada Pasal 38 yang menyebutkan putusnya perkawinan dapat 

karena:  

a. Kematian salah satu pihak; 

b. Perceraian; 

c. Keputusan perkawinan atas keputusan pengadlan. 

ad.a kematian salah satu pihak  

Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu 

terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan 

yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.
30

 

ad.b Perceraian 

Pada Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa perceraian dinyatakan: 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri. 

Goode dalam Anik Farida, et all menyebutkan bahwa kekacauan 

keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, 

terputusnya atau retaknya struktur peran social jika satu atau 

                                                           
30
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beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka 

secukupnya
31

 

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim, atau 

ditentukan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
32

 Perceraian (echtscheiding) 

adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, 

melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil.
33

 

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan 

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi 

pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik 

dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, 

maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak 

menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan 

kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.
34

 

Menurur R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian 

berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat 

tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari 

suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada 

perselishan antara suami dan istri.
35

 Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian 

adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim 

atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
36

 

Perceraian dalam masyarakat merupakan terputusnya hubungan keluarga 

yang disebabkan karena salah satu atau kedua-duanya memutuskan untuk saling 

meninggalkan dan tidak dapat lagi menerima pasangannya atau kedua-duanya 

                                                           
31

 Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, Abdul Malik MTT, dan Muh. Adlin 

Sila, Perempuan Dalam  System Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat, ( 

Jakarta : Balai Peneltian Dan Pengembangan Agama, 2007). Hlm 17 
32

 Sudarsono, Op Cit. Hlm. 148 
33

 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op Cit. Hlm 135 
34

 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40847/3/Chapter%20II.pdf diakses 

pada tanggal 31 maret 2017 pukul 8.41 WIB 
35

 http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf diakses pada tanggal 

31 maret pukul 8.51 WIB 
36

 http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf diakses pada tanggal 

31 maret pukul 8.51 WIB 
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tidak dapat lagi menerima, dengan demikian kewajiban suami istri di antara 

keduanya juga ikut terputus hal ini termasuk dalam kekacauan keluarga.  

Pada lapisan masyarakat memandang bahwa perceraian merupakan suatu 

peristiwa yang tidak baik, hal ini disebabkan pasangan suami istri tidak dapat 

mempertahankan perkawinanya dari hal-hal yang menyebabkan pertengkaran dan 

perselisihan. 

Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut adalah: 

menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian 

adalah sebagai berikut:   

1. Salah satu pihak berpuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar ditentukan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut 

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung‟ 

4. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain; 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah 

tangga.
37

 

Pada Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan 

mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian itu terjadi : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

                                                           
37
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3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

5.  Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

6. Suami melanggar taklik-talak; 

7. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

Menurut hukum adat alasan-alasan atau sebab-sebab perceraian adalah:
 38

 

1. Salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia; 

2. Istri berzina, “hanya kadang-kadang zinanya istri tidak bisa dipakai alasan 

untuk bercerai kalau dendanya sudah dibayar, seperti pada suku dayak.”; 

3. Salah satu pihak (istri atau suami) bersalah alasan ini benar-benar bertalian 

dengan pergaulan perseorangan dari masing-masing pihak yang bisa 

dipergunakan oleh pihak yang lain untuk menuntut perceraian, seperti “ suami 

meninggalkan istri sangat lama, kelakukan istri tidak sopan.”; 

4. Atas kata sepakat dari suami dan istri. “akan tetapi bercerai seperti ini amat 

jarang terjadi.”; 

5. Istri mandul. Pada daerah-daerah dengan corak kebapaan alasan untuk 

perceraian itu adalah “majir (tidak beranak laki-laki) atau cacat badan dan 

sebagainya yang bisa menghalang-halangi berlangsungnya fungsi perkawinan 

sebagai urusan masyarakat.‟ Pada  “perkawinan ambil anak, amak barang 

tentu alasan itu sudah cukup untuk bercerai.‟; 

6. Kepentingan masyarakat. Di Kalimantan” perceraian perkawinan yang bahkan 

dituntut demi kepentingan masyarakat, berdasarkan atas keadaan yang 

membahayakan dipandang dari sudut sihir.”.  

 

 

                                                           
38
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ad.c putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan 

 Keadaan ini biasanya erat kaitanya dengan tindakan suami istri yang telah 

pisah ranjang dan tempat tidur. Terkait ini terdapat ketentuan adanya 

kewenangan untuk melakukan tuntutan perceraian sebagaimana diatur di 

dalam undang-undang bahwa dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat 

digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan 

istri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk 

perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-

perbuatan yang melampui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, 

dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
39

 

 

2. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas talak dan fasakh, dalam 

bahasa arab disebut :” furqah jamaknya furaq; furaquzzawaj berarti putusnya 

ikatan perkawinan”, karena itu tidak semua perceraian itu talak, tetapi talak itu 

sebagian dari perceraian.
40

 Perkataan talak mengandung 2 (dua) arti yaitu:  

1. Pada arti umum, berarti: setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab 

dari pihak suami, seperti khulu‟, zhihar, li‟an dan talak yang diucapkan suami, 

kepada istrinya baik dengan kata yang jelas (sharih) maupun dengan kata-kata 

sindiran (kinayah). 

2.  Pada arti sempit, berarti: perceraian yang timbul karena kata-kata talak dan   

seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (sharih) atau secara sindirian 

(kinayah) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan 

perkawinan.
41

 

Al-jaziri, dalam Sabiq  dalam kitabnya Al-Figh„ala Al-Madzahib 

Al-Arba‟ah merumuskan talak sebagai menghilangkan ikatan 

perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan 

menggunakan kata-kata tertentu.
42

 Dengan definisi tersebut maka 

talak telah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

                                                           
39
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hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi 

suaminya.
43

 

Talak adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri 

karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri 

meneruskan hidup berumah tangga. Sedangkan menurut ajaran islam, talak adalah 

perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah, sesuai dengan sabda Rasullulah 

dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud, karena itu asal hukum talak adalah 

haram, tetapi karena ada illatnya, maka hukumnya menjadi boleh.
44

 

 

2.1.4 Pengertian Cerai Talak  

Putusnya ikatan perkawinan yang dinyatakan oleh suami terhadap istrinya 

atau disebut dengan talak, dimana ikatan perkawinan tersebut berlangsung sesuai 

dengan ajaran islam dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak berlaku 

bagi orang-orang yang melakukan perkawinan menurut agama islam atau orang-

orang yang beragama islam, selain orang yang beragama non islam tidak 

diperkenankanya cerai talak.  

Cerai talak merupakan terputusnya ikatan perkawinan atau mengurangi 

ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh suami 

terhadap istrinya.
45

 Penjatuhan talak ditetapkan sebagai hak nya suami untuk 

menceraikan istrinya/ mentalak istrinya.  Islam menjadikan talak hak laki-laki atau 

suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang membebani kewajiban 

perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lain.
46

 

Kewajiban lain disini diartikan sebagai kewajiban suami apabila ia telah 

menjatuhkan talak kepada istrinya. Kewajiban-kewajiban itu ialah 
47
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1.  Membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi, 

sebagaimana firman Allah : “ berikanlah maskawin kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.”
48

 

2.  Memberi mut‟ah, yakni memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri 

yang ditalaknya (talak yang tidak atas permintaan istri) itu, baik berupa uang 

maupun benda, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, sebagaimana 

firman allah: “ kepada wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suami) 

mut'ah menurut yang ma‟ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang 

takwa.”
49

 

3. Memberi nafkah „iddah, yakni biaya hidup istri selama jangka waktu „iddah 

raj‟i, sebagaimana sabda Nabi: orang-orang yang berhak mengambil nafkah 

dan kediaman itu, hanya yang bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya. 

sedangkan selama jangka waktu „iddah ba‟in suami tidak berkewajiban 

memberi nafkah iddah, sebagaimana sabda nabi: “tidak ada untuknya (istri 

dalam „iddah ba‟in tempat kediaman dan nafkah. . Akan tetapi kalau istri 

dalam keadaan hamil, baik dalam keadaan iddah raj‟i maupun dalam keadaan 

iddah ba‟in, maka suami wajib memberi nafkah iddah sampai ia melahirkan 

kandungannya sebagaimana firman Allah: “ dan jika mereka (istri-istri yang 

sudah di talak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.
50

  

4. Menyediakan perumahan, yakni tempat kediaman bagi istri yang telah di 

talak raj‟i, sedang bagi istri yang ditalak ba‟in hanya disediakan tempat 

                                                           
48

 Al-Qur‟an Surah Annisa Ayat 4, Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.. 
49

 Al-Qur‟an Surah Al Baqarah Ayat 241, Kepada wanita-wanita yang diceraikan 

(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 
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kediaman kalau ia dalam keadaan hamil berdasarkan sabda nabi tersebut 

diatas.  

5. Memberikan pakaian, yakni kain baju menurut ma‟ruf bagi istri yang ditalak. 

 

2.1.5 Syarat Menjatuhkan Talak  

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang  suami yang dilakukan 

terhadap istrinya, perbuatan mana dapat membawa akibat hukum yang sangat luas 

bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan 

menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Terkait itu islam mensyariatkan 

bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:
51

 

1. Sudah dewasa; 

2. Berpikiran sehat; 

3. Mempunyai kehendak bebas dan  

4. Masih mempunyai hak talak. 

Berdasarkan syarat-syarat suami menjatuhkan talak terhadap istrinya 

diatas, terdapat pula syarat suami mentalak istrinya sebagai berikut:
52

 

1. Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa. Hal ini 

mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak 

sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu 

menurut fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan 

mengeluarkan mani. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah 

bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang 

mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.
53

 

2. Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila 

talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkan 

tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: 

gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau 
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meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan ia tidak tahu tentang 

itu.
54

 

3. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak 

sendiri. Terkait demikian talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar 

atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Tidak jatuhnya talak orang 

yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama. Alasanya 

ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, 

namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Sebagian ulama syafi‟iyah 

memisahkan antara ucapatan talak dari oang yang terpaksa itu menggunakan 

niat atau tidak. Saat mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh 

talaknya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk , tidak jatuh talaknya.
55

 

 

2.1.6 Jenis-Jenis Talak  

Cerai talak dapat diartikan perceraian yang dikehendaki oleh suami 

terhadap istrinya dengan mengucapkan kalimat secara jelas bahwa si suami telah 

menjatuhkan talak terhadap istrinya.  Menurut Syaikh Kamil Muhammad 

Uwaidah,  perceraian dalam bahasa arab merupakan makna dari kata talak, yang 

berarti putusnya perkawinan.
56

 Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan 

tali perkawinan. Selanjutnya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah menjelaskan 

tentang beberapa macam talak yaitu: 
57

 

1. Talak Sunni 

Talak Sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah nabi, yaitu apabila 

sorang suami menthalak istrinya yang telah disetubui dengan talak satu pada 

saat suci, sebelum disetubuhi. Talak ini termasuk dalam talak yang dilihat dari 

segi waktu menjatuhkan talak. 
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2. Talak Bid‟ah  

Talak bid‟ah ini termasuk dalam talak yang dilihat dari segi waktu 

menjatuhkan talak. Seluruh ulama sepakat bahwa talak bid‟ah hukumnya 

haram, karena bertentangan dengan syari‟at islam. Ada beberapa macam 

bentuk talak bid‟ah, yaitu:
58

 

a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan 

haid atau nifas; 

b. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuinya pada masa suci 

tersebut; 

c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat diteruskan 

sampai tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan: “ ia 

telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak. 

3. Talak Ba‟in  

Pada talak ba‟in ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah 

kembali dengan istri yang ditalaknya. Berdasar talak ini, seorang suami 

berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu, jika menghendaki 

wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui 

proses akad nikah. Pada talak ini tidak ada perbedaan antara lafazh yang 

diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran. Talak ba‟in termasuk dalam 

talak yang dilihat dari segi jumlah/kuantitas penjatuhan talak oleh suami 

kepada istrinya. Talak ini dibagi pula atas: 

a. Perceraian dengan menjatuhkan talak tiga sekaligus yang tidak memberikan 

kemungkinan untuk kawin lagi di antara  mereka kecuali jika bekas istri 

telah kawin lebih dulu dengan pihak ketiga dan telah diceraikannya; 

b. Perceraian dengan khulu‟, yaitu dengan pembayaran tertentu istri meminta 

cerai. Untuk perceraian ini tidak dapat dilakukan rujuk, tetapi kedua pihak 

dapat menikah lagi.
59
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4. Talak Raj‟i 

Talak raj‟i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya 

yang telah ia setubui. Talak raj‟i termasuk dalam talak yang dilihat dari segi 

jumlah/kuantitas penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya Talak raj‟i 

merupakan talak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah 

digauli, tanpa menggunakan iwadh (tebusan). Talak raj‟i dapat rujuk kembali 

dalam arti suami dapat kembali atau menarik balik talaknya dengan syarat 

haruslah dilakukan pada waktu masa idah wanita itu masih berlangsung.
60

 

5. Talak Sharih  

Yaitu di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup 

dengan mengucapkan kata talak secara sharih (jelas). Seperti dengan 

mengucapkan: “aku cerai” 

6. Talak Munjaz dan Mu‟allaq 

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya 

penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: ”kamu 

telah cerai”. Talak mu‟allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami 

dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa 

mendatang . misalnya: “ jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah talak”. 

7. Talak Takhyir Dan Tamlik 

Talak takhyir adalah  dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, 

yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Talak tamlik adalah talak 

dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya: “ aku serahkan urusanmu 

kepadamu”. 

8. Talak Haram  

Yaitu apabila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat, atau mentalak 

dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami 

mengatakan kepada istrinya: “kamu aku talak, talak, talak”. 
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2.2 Putusan  

2.2.1 Pengertian Putusan  

Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.
61

 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara 

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan  dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
62

 

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh 

hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai 

kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak 

boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis).
63

  

Putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan 

perkara, akan tetapi ada penetapan hakim yang merupakan bentuk untuk 

menyelesaikan perkara juga. Penyelesaian perkara dalam peradilan contentious 

disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair 

disebut penetapan.
64

  

Rubini, dan Chaidir Ali, dalam Lilik Mulyadi merumuskan bahwa: 

“ keputusan hakin itu merupakan sutu akta penutup dari suatu 

proses perkara dan putusan hakim itu disebut  vonnis yang menurut 

kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta 

memuat pula akibat-akibatnya.
65

 

Sudikno Mertokusumo, dalam Lilik Mulyadi memberi batasan 

putusan hakim adalah: “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak.
66

 

Ridwan Syahrani, dalam Lilik Mulyadi memberi batasan putusan 

pengadilan adalah: “pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang 
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pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau 

mengakhir perkara perdata.
67

 

 

   

2.2.2 Jenis-Jenis Putusan  

Pada pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara 

putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. 
68

 

1. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau   perkara 

dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat 

menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutive), 

dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir).
69

 

Putusan akhir dibedakan menjadi beberapa putusan yaitu sebagai berikut:  

1. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang 

dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui 

hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya 

terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau 

undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak 

berbuat.
70

 

2. Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu 

keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, 

pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian ( pasal 1266, 

1267 BW) dan sebagainya. Putusan constitutive ini pada umumnya tidak dapat 

dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan 

hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaanya 

tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan. 

Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat 

putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.
71

  

3. Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yang sah. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau 
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memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa 

bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, 

sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.
72

  

2. Putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau antara. 

Putusan sela yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok 

perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan 

perkara.
73

 Tujuanya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.  

3. Putusan preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa 

mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan 

preparatoir tidak mempengaruhi putusan akhir.
74

 

4. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, 

putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.
75

 

5. Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan incident, yaitu 

peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil 

belum berhubungan dengan pokok perkara.
76

 

6. Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu 

permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan 

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir 

dijatuhkan.
77
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BAB 4 

PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 

41/Pdt.G/2015/PA.Lt, telah sesuai dengan dasar hukum yang terdapat pada 

peraturan Perundang-Undangan, Al-Qur‟an dan Hadits. pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara tersebut berdasar pada : 

a.   Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam; 

b.   Pasal 116 huruf f  dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam; 

c.    Al-Qur‟an Surat Al- Baqarah ayat 227, ayat 228 dan ayat 229; 

d.   Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibnu Madjah, Dan Al-Hakim, dan Hadist 

Riwayat Bukhari Muslim. 

Penjatuhkan talak terhadap istri dengan alasan tidak mendapat keturunan 

sesuai dengan isu hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama 

Lahat ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan juga tidak dapat dijadikan 

alasan untuk dapat suami atau Pemohon dalam hal ini untuk menjatuhkan 

Talak Satu Raj‟i kepada istri atau Termohon. Hal tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian, sedangkan alasan percraian 

yang dikarenakan tidak mendapatkan keturunan tersebut tidak termasuk di 

dalam alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam. Terkait itu secara hukum alasan bercerai karena tidak 

mendapat keturunan tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan bercerai. Pada  

putusan tersebut hakim lebih mengarah kepada alasan terjadinya perselisihan 
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dan pertengkaran secara terus menerus sesuai dengan dasar hukum yang 

terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Alasan terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena belum 

mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon 

menjadi tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan 

perselisihan.  

2.  Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Lahat nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt. 

berakibat pada:  

1. Akibat hukum bagi para pihak yang telah dinyatakan oleh hakim untuk 

pemohon diberikan izin menjatuhkan talak terhadap termohon tersebut 

sangat berakibat pada hubungan perkawinan diantara keduanya, akibat 

hukum terkait perkawinannya yaitu bahwa perkawinan antara Pemohon 

dan Termohon secara hukum telah sah bercerai. Penjatuhan talak yang 

diberikan Temohon kepada Termohon ini juga berakibat kepada status 

hukum para pihak, dengan dikeluarkannya putusan hakim tersebut kini 

Pemohon sudah tidak berstatus sebagai suami Termohon begitu juga 

sebaliknya Termohon sudah tidak berstatus sebagai istri Pemohon. 

2.  Akibat hukum bagi seorang anak yang kedua orang tuanya telah bercerai 

maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak dari kedua orang tuanya. 

Sebab dalam perceraian yang terjadi pada orang tua yang telah memiliki 

anak, maka anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut tidak boleh 

merugikan si anak. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua 

orang tuanya walaupun kedua orangtuanya telah bercerai. Pada pasal 105 

menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dalam hal orang tuanya telah 

bercerai. Perceraian yang terjadi diantara suami istri yang telah 

menghasilakan seorang anak, maka anak tersebut tetap harus mendapat 

pemeliharaan kehidupannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 

mengenai pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian yaitu: 
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a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaanya; 

c.  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

3. Akibat hukum pada harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut 

berakibat pada dibaginya harta bersama menjadi seperdua dari masing-

masing harta bersama tersebut. Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam yaitu: janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari 

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan.Mengenai harta bersama tersebut dapat diistilahkan sebagai 

harta “gono gini”. 

4.2 Saran  

1. Kepada majelis hakim yang telah memutus perkara penjatuhan talak dalam 

Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 41/Pdt.G/2015/PA.Lt tersebut 

seharusnya lebih memberikan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 116 

huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam pertimbangan hakim 

pada putusan tersebut tidak memuat dan tidak menyebutkan mengenai 

alasan-alasan terjadinya perceraian yang terdapat pada Pasal 116 Huruf f 

Kompilasi Hukum Islam, dalam pertimbangan hakim diatas hanya 

menyebutkan telah ada cukup bukti namun tidak menyebutkan alasan-

alasan yang terdapat pada Pasal 116. Untuk itu saya sebagai penulis 

meyarankan kepada majelis hakim untuk lebih mengarah kepada Pasal 116 

huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk alasan untuk memutus 

perkara tersebut dan sebaiknya hakim lebih banyak mempertimbangkan 

alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon tersebut, karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon tersebut disebabkan karena sesuatu yang bukan secara 

mutlak untuk terus menerus terjadi perselisihan. Serta kepada majelis 

hakim sebaiknya untuk lebih banyak memberikan dasar hukum mengenai 
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cerai talak tersebut yang terdapat pada Al-Qur‟an dan Hadist, sebab di 

dalam Al-Qur‟an dan Hadist lebih banyak mengurakan mengenai cerai 

talak. 

2. Kepada pemerintah sebaiknya mengenai alasan-alasan percerain yang 

terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut lebih di perketat 

lagi, agar supaya alasan-alasan perceraian yang telah di sebutkan pada 

Pasal 116 Komplasi Hukum Islam tersebut tidak dengan mudah untuk 

dijadikan alasan seseorang mengajukan perceraian di Pengadilan, seperti 

contoh pada kasus yang terdapat Pada Putusan Pengadilan Agama Lahat 

tersebut diatas bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

karena sesuatu yang bukan secara mutlak untuk terus menerus 

diperselisihan dan dipertengkaran sehingga alasan tersebut tidak harus di 

ajukan untuk perceraian. Dan dengan diperketatnya alasan-alasan 

perceraian maka akan lebih menekan angka perceraian yang terjadi di 

masyarakat. Sesuai dengan Hadist Riwayat Abu Dawud  Dan Ibnu Majah, 

yang artinya “ Dari Ibnu Umar.ia berkata bahwa Rasulullah SAW. 

Bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak‟.” 

3. Kepada masyarakat sebaiknya apabila ingin melaksanakan perkawinan 

dengan seseorang maka ia harus siap dengan resiko yang ia hadapi serta 

harus menerima kekurangan satu sama lain agar tidak terjadi perceraian, 

sebisa mungkin bagi masyarakat diharapkan untuk tidak bercerai karena 

bercerai merupakan sesuatu yang tidak baik (buruk) di lingkungan 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


57 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Landasan Syari’ah 

Al-Qur‟an.  

Al-Hadits. 

 

Buku 

Abdul Ghofur Anshori.2011. Hukum Pekawinan Islam Prespektif Fikih Dalam 

 Dan  Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press. 

 

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013.Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Amir Syarifuddin.2007. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia  Antara Figh 

 Munakhahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana . 

 

Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, Abdul Malik MTT, dan Muh. 

 Adlin Sila. 2007.  Perempuan Dalam  System Perkawinan Dan Perceraian 

 Di Berbagai Komunitas Dan Adat. Jakarta: Balai Peneltian Dan 

 Pengembangan Agama. 

 

Djamil Latif.1981.Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia. Jakarta: Balai Aksara, 

 Yudhistira dan Pustaka Saadiyah. 

Dyah Ochtorina Susanti Dan A‟an Effendi.2015. Penelitian Hukum (Legal 

 Research). Jakarta: Sinar Grafika. 

D.Y. Witanto.2012. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin 

 Pasca  Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU 

 Perkawinan.Jakarta:  Prestasi Pustakarya. 

Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. 

 Jakarta: Visi Media.  

Hilmy Bakar Almascaty. 2001. Panduan Jihat Untuk Aktivis Gerakan Islam 

 .Jakarta: Gema Insani Press.  

Lilik Mulyadi.1999. Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan 

 Indonesia. Jakarta: Djambatan. 

Mustofa Hasan.2011.Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58 
 

 
 

Peter Mahmud Marzuki.2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 

 Media  Group. 

Rasjidi Lili.1991. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan 

 Indonesia. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan.2008. Hukum Orang Dan 

 Keluarga (Personen En Familie-Recht). Surabaya: Airlangga University. 

Sudarsono.1994. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. 

Sudikno Mertokusumo.2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: 

 Liberty Yogyakarta. 

Soedharyo Soimin.2010. Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata 

 Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika. 

Peraturan perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

Putsan Pengadilan Agama Lahat No 41/Pdt.G/2015/PA.Lt 

Internet:  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40847/3/Chapter%20II.pdf  

 diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 8.41 WIB. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf diakses pada tanggal 

 31 maret pukul 8.51 WIB. 

http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/download/206/197 diakses pada 18 

 Juli 2017 pukul 08.45 WIB 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40847/3/Chapter%20II.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf
http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/download/206/197%20diakses%20pada%2018
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

